
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2016 NOMOR 20 
 

 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 20 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 

 NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 17 dan 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, diperlukan kepastian hukum dalam 
tata cara penyaluran dan pelaporan Dana 
Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 
Banjarnegara; 

 
 



  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Besaran Dana Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia          Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014   Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 157 
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
berubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
99); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 211); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
212); 

 
 



20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan 
Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan 
Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2015 Nomor 25); 

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Tunjangan Dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa 
Dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 
Nomor 4);  

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 
Nomor 5); 

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Besaran Dana Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2015 Nomor 26); 

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55); 

 
 



25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2016 Nomor 15); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
BESARAN DANA DESA. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 
26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan 
Besaran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut : 
 
1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka, yakni angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 



2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
 

 
 



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.    

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

10a. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

11. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 4 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara transfer 
atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening Kas Desa. 

(2) Transfer atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan  paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah. 

 
 
 



(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh 

perseratus); dan 
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh perseratus). 
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala 

Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa 
yang disusun mengacu pada dokumen RKP Desa serta 
dokumen RPJM Desa, dan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa tahap I. 

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan 
paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 
50% (lima puluh perseratus). 
 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 5 
 

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa 
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dan dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa. 



4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni 
Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 5A 
 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 
 

Pasal 5B 
 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

 
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APB Desa. 

(3) Dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan 
pelayanan, bupati mendelegasikan kewenangan 
pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Camat. 

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 
terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

 
 
 
 
 



Pasal 5C 
 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri teknis terkait. 
 

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 7 
 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat 
setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Banjarnegara u.p 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani 
pemberdayaan masyarakat dan desa. 

 
(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 

tahun berjalan. 
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari 
tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 
tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 
Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal  9-5-2016   
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal   9-5-2016 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNAGARA 
             Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEAGARA TAHUN 2016 
NOMOR 20 

Mengetahui sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Cap ttd, 

 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si 
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003 
 
 
 
 
 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 20 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 

 NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

 
I. UMUM 

 Perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Besaran Dana Desa ini antara lain dimaksudkan 
untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perubahan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari APBN yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki 
tahapan penyaluran dan pelaporan Dana Desa. 
 Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa harus 
tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu 
penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja 
atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap 
sebelumnya. 
 Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan 
penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, 
mekanisme pelaporan Dana Desa akan lebih dipertajam 
sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan 
penyaluran Dana Desa. 
 
 



II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
 Angka 1 

Cukup jelas. 
  Angka 2 

Cukup jelas. 
  Angka 3 

Cukup jelas.  
Angka 4 

Cukup jelas. 
Angka 5 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 61 
 
 
 
 
 




